
 

 

 

 

 

 

 

WALIKOTA SAMARINDA  

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA 

NOMOR 33 TAHUN 2019  

 

TENTANG 

 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 12 TAHUN 2017 
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PRODUK 

LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 

 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA SAMARINDA, 

 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan usulan Kepala Dinas 
Perhubungan Kota Samarinda  melalui surat Nomor 

800/298/100.5 tanggal 15 April 2019 tentang Penyerahan 
Pendelegasian Perizinan Bidang Pehubungan   dan 

Persetujuan Prinsip Walikota Samarinda melalui Telahan 
Staf Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda 
Nomor 065/110/013.02 , maka perlu menyesuaikan dan 

merubah kembali lampiran Peraturan Walikota Samarinda 
Nomor 18 Tahun 2018 ; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 
12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan 
Penandatanganan Produk Layanan Perizinan dan Non 

Perizinan. 

Mengingat :   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4756); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

SALINAN 
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5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014    tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 

2014 tentang Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
221); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 

11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2016 

tentang Urusan Konkuren Pemerintah Kota Samarinda; 

12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4); 

13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Pola  Organisasi Perangkat Daerah/Instansi 
Vertikal dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah 

Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 5 ); 

14. Peraturan Walikota Samarinda     Nomor 18 Tahun 2018 
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota 

Samarinda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian 
Kewenangan Penandatangan Produk Layanana Perizinan 

dan Non Perizinan (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 
2018 Nomor 18). 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERTURAN WALIKOTA  SAMARINDA NOMOR 18 TAHUN 2018 
TENTANG PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA     NOMOR 12 

TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN 
PENANDATANGANAN  PRODUK LAYANAN  PERIZINAN DAN 

NON PERIZINAN  
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Pasal I 

 

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Walikota Samarinda 
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan 

Penandatanganan Produk Layanan  Perizinan dan Non 
Perizinan (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 
12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 

Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Walikota Jomor 12 Tahun 2017 Tentang 

Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Produk Layanan 
Perizinan Dan Non Perizinan (Berita Daerah Kota Samarinda 

Tahun 2018 Nomor 18), diubah sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Samarinda. 

      

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 19 Agustus 2019 

WALI KOTA SAMARINDA, 

 

                    ttd 

     SYAHARIE JA’ANG  

 

Diundangkan di Samarinda 
pada tanggal 19 Agustus 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, 

 

                              ttd 

            SUGENG CHAERUDDIN 

 

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 NOMOR 34. 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretariat Daerah Kota Samarinda 

Plt. Kepala Bagian Hukum, 
 

 
 

 
H. TEJO SUTARNOTO, SH, M.Si. 

NIP. 196109201990031006 

 


